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TENTANG

KERJA SAMA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN DAN OPTIMALISASI
KOMPOLNAS DENGAN DEWAN PERS

Pada hari rabu tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

I.  Moh. Mahfud MD, Ketua KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)
berkedudukan dan beralamat di Jalan Tirtayasa VII No 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI
KEPOLISIAN NASIONAL berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, selanjutnya disebut sebagai Kompolnas.

Mohammad Nuh, Ketua Dewan Pers berkedudukan dan beralamat di
Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih No.32-34, Kecamatan Gambir Kota,
Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PERS
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2019.




Kompolnas dan Dewan Pers terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah Lembaga Kepolisian
Nasional yang berfungsi sebagai Pengawas kinerja dan integritas anggota
dan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Dewan Pers adalah Lembaga yang berfungsi untuk mengembangkan dan
melindungi kehidupan Pers di Indonesia, dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mengingat:
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian

Nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kompolnas dan Dewan Pers sepakat
untuk mengadakan kerja sama dalam pemberdayaan dan optimalisasi fungsi dan
peran Kompolnas serta Dewan Pers, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi
Kompolnas dan Dewan Pers dalam rangka kerja sama pelaksanaan fungsi,
tugas, dan wewenang Kompolnas dan Dewan Pers.

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama
Kompolnas dan Dewan Pers dalam rangka efektifitas pelaksanaan fungsi,

tugas, dan wewenang Kompolnas dan Dewan Pers.
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RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

. pertukaran data dan/atauinformasi;

. sosialisasi;
pendidikan danpelatihan;

. pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi;

. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka pencegahan pemidanaan
(kriminalisasi) terhadap Pers sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun
1999. Pers yang dimaksud disini mencakup Perusahaan Pers dan Individu
Wartawan; dan
kegiatan lainnya yang disepakati oleh Kompolnas dan Dewan Pers.

BAB Il
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran Informasi
Pasal 3
(1) Kompolnas dan Dewan Pers dapat saling tukar menukar data dan/atau

informasi berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dengan tetap memperhatikan
peraturanperundang-undangan.

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia
dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam surat

permintaan atau surat pemberitahuan data dan/atau informasi.

Permintaan atau pemberitahuan data dan/atau informasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh
pimpinan Kompolnas dan Dewan Pers atau pejabat yang ditunjuk.




Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4
Kompolnas dan Dewan Pers baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
melaksanakan sosialisasi tentang Nota Kesepahaman ini dan peraturan
perundang-undangan terkait.

Sasaran sosialisasi adalah jajaran Kompolnas dan Dewan Pers dan
pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 5
Kompolnas dan Pers baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan.

Sasaran pendidikan dan pelatihan adalah Sumber Daya Manusia Kompolnas
dan Dewan Pers serta pemangku kepentingan.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana,
Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 6

Kompolnas dan Dewan Pers dapat mengembangkan dan memanfaatkan

sarana-prasarana sistem teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-

sama untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang masing-
masing pihak dalam rangka penguatan pelaksanaan Undang-Undang pokok Pers
dan kinerja Kepolisian.




Bagian Kelima
Koordinasi dan Pengawasan dalam rangka
Pencegahan Pemidanaan (Kriminalisasi) Terhadap Pers

Pasal 7
Kompolnas dan Dewan Pers akan bertukar informasi dan melakukan koordinasi
intensif jika muncul indikasi pemidanaan terhadap pers (perusahaan pers
maupun individu wartawan).
Jika muncul indikasi pemidanaan terhadap Pers oleh Polri, Kompolnas akan
mengingatkan Polri tentang pentingnya menggunakan Undang-Undang Pers
Nomor 40 Tahun 1999 dan MoU Dewan Pers dan Polri sebagai rujukan untuk
menangani kasus-kasus pers.
Jika muncul indikasi pemidanaan terhadap Pers oleh Polri, Kompolnas akan
membantu koordinasi dan kerja sama antara Dewan Pers dan Polri dalam
kerangka pelaksanaan MoU Dewan Pers dan Polri.
Kompolnas bekerja sama dengan Dewan Pers melaksanakan klarifikasi
terhadapPolri apabila muncul indikasi pemidanaan terhadap Pers.

BAB IV
PEJABAT PENGHUBUNG
Pasal 8

(1) Kompolnas dan Dewan Pers menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung

yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh
pimpinan Kompolnas dan Dewan Pers.

(3) Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan surat
keputusan pimpinan Kompolnas dan Dewan Pers.




JANGKA WAKTU
Pasal 9
Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditandatangani dan otomatis diperpanjang 5 (lima) tahun
berikutnya apabila tidak ada keberatan dari Kompolnas dan Dewan Pers.

Apabila dipandang perlu melakukan revisi/perbaikan, maka Kompolnas dan
Dewan Pers melakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri
memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling

lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pengakhiran Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku secara efektif setelah pihak lainnya menyetujui pengakhiran Nota
Kesepahaman yang disampaikan oleh pihak yang akan mengakhiri.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini dibebankan kepada Kompolnas dan Dewan Pers sesuai
kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
(1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh Kompolnas dan Dewan Pers.
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(2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam perubahan (addendum) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
(1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat
diatur lebih lanjut oleh Kompolnas dan Dewan Pers dalam petunjuk
pelaksanaan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Nota Kesepahaman ini.

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (addendum) yang
disepakati oleh Kompolnas dan Dewan Pers dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari NotaKesepahaman ini.

Dalam hal terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dilarang
oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota
Kesepahaman yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku,
maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam
Nota Kesepahaman ini.
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PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini,
dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Kompolnas dan Dewan

Pers.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama
yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Kompolnas dan Dewan Pers.

KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DEWAN PERS
KETUA,
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MOH. MAHFUD MOHAMMAD NUH




